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ABSTRAK

Muhammad lzzul Ramadhan (EO11 19 1008), Kapasitas Adaptif Pegawai
Dalam Pelaksanaan Work From Home Di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Makassar, 82 halaman + 35 tabel + 2 gambar + 48
pustaka (2002-2022) + lampiran, Dibimbing oleh Hasniati dan Andi Ahmad
Yani.

Penelitian ini bertujuan selain untuk memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada Jurusan llmu Administrasi Publik Fakultas limu
Sosial dan Illmu Politik Universitas Hasanuddin, juga bertujuan untuk
mengidentifikasi dan mendeskripsikan kapasitas adaptif pegawai dalam
melaksanakan work from home di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
kota Makassar pada masa pandemi tahun 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif yang berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota
Makassar. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN). Penentuan sampel menggunakan teknik probability
sampling dan penarikan sampel dengan menggunakan rumus Slovin yang
menghasilkan responden sebanyak 46 pegawai. Teknik pengumpulan data
dengan memberikan kuesioner pada responden dan studi dokumen. Adapun
teknik analisis data dengan melakukan analisis deskriptif kuantitatif yang
menggunakan metode tabel frekuensi. Selanjutnya untuk menjaga validitas diuji
dan dihitung dengan membandingkan antara nilai r"“"9 dan r@® dengan
menggunakan uji korelasi product moment. Kemudian untuk menjaga reabilitas
diuji dengan menggunakan rumus cronbach alpha.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pegawai yang melaksanakan
work from home di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar
pada tahun 2021 memiliki kapasitas adaptif yang sangat memadai. Hal ini
tampak pada nilai rata-rata persentase pada tanggapan responden terhadap
kuesioner berdasarkan indikator kelembagaan, modal sosial dan jaringan, dan
pembelajaran. Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota
Makassar memiliki kapasitas adaptif yang sangat memadai ditandai dengan
adanya jalinan kerja sama diantara para pegawai serta melakukan
pengembangan diri untuk meningkatkan skill demi mengubah hambatan menjadi
peluang. Selain itu, kapasitas adaptif pegawai Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota Makassar ditandai dengan adanya koordinasi dengan
pimpinan serta tetap bekerja dengan maksimal karena mengetahui aturan serta
sanksi yang berlaku.

Kata kunci : Kapasitas adaptif, pegawai, work from home
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ABSTRACT

This study aims in addition to fulfilling one of the requirements for
obtaining a bachelor's degree at the Department of Public Administration, Faculty
of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, it also aims to identify
and describe the adaptive capacity of employees in carrying out work from home
at the Makassar City Population and Civil Registration Office in the 2021
pandemic.

This research is a descriptive study with a quantitative approach located
at the Makassar City Population and Civil Registration Office. The population in
this study are all employees of the State Civil Apparatus (ASN). Determination of
the sample using probability sampling technique and sampling using the Slovin
formula which produces 46 employees as respondents. Data collection
techniques by giving questionnaires to respondents and document studies. The
data analysis technique is to perform quantitative descriptive analysis using the
frequency table method. Furthermore, to maintain validity, it is tested and
calculated by comparing the values of rcount and rtable using the product
moment correlation test. Then to maintain reliability, it was tested using the
Cronbach alpha formula.

The results of this study indicate that employees who carry out work from
home at the Makassar City Population and Civil Registration Office in 2021 have
very adequate adaptive capacity. This can be seen in the average value of the
percentage of respondents' responses to the questionnaire based on institutional
indicators, social capital and networks, and learning. ASN employees of the
Makassar City Population and Civil Registration Office have a very adequate
adaptive capacity marked by the existence of cooperation between employees
and self-development to improve skills in order to turn obstacles into
opportunities. In addition, the adaptive capacity of the Makassar Population and
Civil Registration Service employees is marked by coordination with the
leadership and continues to work optimally because they know the applicable
rules and sanctions.

Keywords : Adaptive capacity, employees, work from home
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penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna
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BAB |

PENDAHULUAN

.1 Latar Belakang Masalah

Sistem tata kelola yang mampu mengantisipasi dalam menghadapi suatu
perubahan yang terjadi secara cepat harus bisa dilakukan oleh organisasi
ataupun instansi. Salah satu perubahan besar yang terjadi dewasa ini timbul
akibat dari fenomena pandemi Covid-19 yang juga memiliki pengaruh terhadap
perubahan tata kelola di pemerintahan. Berdasarkan hal itu, instansi ataupun
organisasi publik diharuskan melakukan sebuah transformasi dalam memberikan
pelayanan agar memiliki sebuah kemampuan beradaptasi terhadap hambatan
dan tekanan dengan menghasilkan cara-cara baru untuk mengatasi hal itu Weiss
(1998) dalam Boyd dan Folke (2012). Maka dari itu, sistem penyelenggaraan
pemerintahan dituntut untuk bertahan dan bertransformatif dengan
menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi agar sistem pemerintahan

dapat berjalan dengan optimal sebagaimana mestinya.

Dilansir dari Ombudsman.go.id (2020), pandemi Covid-19 memberikan
pengaruh besar terhadap perubahan dalam organisasi pemerintahan khususnya
dalam sistem kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Perubahan dalam sistem kerja yang dimaksud yaitu terbitnya aturan yang
ditujukan kepada instansi pemerintah agar melakukan layanan dengan
mengurangi interaksi secara langsung dengan masyarakat untuk mengurangi
ataupun memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Kebijakan tersebut diatur
dalam Surat Edaran Kemenpan-RB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Pelaksanan Tugas Kedinasan Dengan Bekerja Di Rumah (Work From Home /



WFH). Dengan adanya pengaturan dalam sistem kerja untuk Aparatur Sipil
Negara (ASN) dengan Work From Home, tentunya akan menimbulkan kendala
dalam sistem pelayanan publik di Indonesia dikarenakan sebagian besar instansi
mengandalkan pelayanan yang personal dan kurang mengandalkan pelayanan

yang berbasis elektronik atau mesin.

Surat Edaran Kemenpan-RB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pelaksanan Tugas Kedinasan Dengan Bekerja Di Rumah (Work From Home /
WFH) merupakan kebijakan yang tentunya telah memiliki dasar pertimbangan
serta pedoman dalam keputusan untuk menerapkannya berimbas pada lahirnya
beberapa faktor yang menyebabkan kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN)
menjadi kurang maksimal (bkd.jabarprov.go.id, 2020). Selama masa penerapan
work form home (WFH) dalam lingkungan instansi pemerintah, kinerja ASN
menjadi terhambat dikarenakan kurang atau bahkan sulit untuk melakukan
proses interaksi secara fisik antar sesama pegawai sebagai mahkluk sosial. Hal
ini menjadikan proses pertukaran informasi terkait dengan data ataupun prosedur

sistem dan pelaksanaan kerja menjadi terhambat pula.

Disisi yang lain, para ASN mengalami penurunan motivasi dan nilai
profesional mereka dalam bekerja untuk tetap memberikan pelayanan yang
maksimal kepada masyarakat. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang
dilakukan untuk memenuhi pekerjaan dalam lingkup instansi pemerintah menjadi
sebatas untuk memenuhi formalitas dalam bekerja. Padahal dalam kondisi
darurat seperti ini, mereka dibutuhkan untuk memiliki integritas yang tinggi. Disisi
lain, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi menurunnya kinerja ASN
dalam pelaksanaan WFH. Hasil survei Pusat Kajian Kebijakan Administrasi

Negara (PK2AN) mengindikasi rasa bosan dialami ASN dengan rutinitas baru



dalam beraktivitas dengan pekerjaan dalam kondisi dan lingkungan yang
berbeda (Kompas.id, 2021). Sehubungan dengan hal tersebut,
CNNIndonesia.com (2022) melaporkan bahwa Walikota Makassar mendapati
ASN yang terbukti membolos selama 6 bulan lamanya dikarenakan pelaksanaan
kebijakan WFH masih dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dengan berdasar pada Surat Edaran Kemenpan-RB. Salah satu OPD yang
menyelenggarakan WFH di Kota Makassar adalah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Makassar (Pedoman.media, 2021). Dari laporan media
tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar melakukan
lockdown dikarenakan beberapa pegawai yang terdeteksi positif Covid-19.
Kondisi ini memaksa pelayanan yang seharusnya berjalan menjadi terhambat
dikarenakan tidak terdapat aktivitas pegawai di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Makassar. Berdasarkan hal tersebut, pihak instansi masih
mencoba untuk melakukan proses yang maksimal dikarenakan pekerjaan belum

bisa berjalan secara optimal dikarenakan sistem kerja work from home.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PK2AN terdapat 4 faktor yang
disinyalir menjadi gangguan utama bagi ASN dalam melaksankan WFH.
Pertama, jaringan internet yang tidak maksimal. Kedua, perbedaan pola rutinitas
dalam bekerja. Ketiga, keterbatasan dalam bekerja dari segi ruang. Keempat,
komunikasi antara pegawai, rekan kerja, serta atasan menjadi berkurang dan
lebih sulit. Padahal keempat faktor tersebut sangat diperlukan bagi setiap ASN
untuk melaksanakan WFH. Pekerjaan yang dilakukan dirumah tentunya
bergantung pada fasilitas yang terdapat didalamnya. Kemudian kondusifitas
dalam rumah juga dapat dikatakan menjadi faktor penentu dari kinerja ASN.

Selain itu, kendala yang menjadi terhambatnya pelaksanaan WFH adalah



pegawai memiliki motivasi yang kurang, sarana dan prasarana yang mendukung,

serta kedisiplinan pegawai (Fadhillah et al., 2021)

Hal yang perlu dipahami bagi para ASN dalam melaksanakan work from
home adalah kebijakan ini bukanlah sebuah kesempatan untuk menurunkan
profesionalisme dalam bekerja. Meskipun pekerjaan tidak dilakukan di kantor
masing-masing, bukan berarti para pembuat kebijakan atau pimpinan instansi
pemerintahan tidak menetapkan sejumlah sanksi yang menanti bagi ASN yang
terbukti menyalahgunakan pelaksanaan WFH ini. Selain hal yang telah
disebutkan diatas, para ASN juga perlu memahami bahwa inti dari penerapan
kebijakan WFH adalah meminimalisir adanya mobilisasi pegawai dalam lingkup
pemerintahan namun tanggungjawab untuk mendapatkan dan mencapai target
tetap melekat pada setiap stakeholders dalam suatu instansi. Dengan kata lain,
meskipun aktivitas pekerjaan di kantor menjadi minim, namun sejumlah target

dan tanggungjawab dapat tercapai secara optimal.

Dalam menghadapi fenomena perubahan sistem kerja karena pandemi,
maka organisasi dalam hal ini di sektor publik harus menerapkan sistem adaptive
governance atau dikenal dengan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Para ahli
social-ecology system juga menekankan bahwa untuk mengelola ketahanan
organisasi dalam menghadapi perubahan di lingkungan, diperlukan kapasitas
adaptif yang memadai (Boyd dan Folke, 2012) . Adaptive Governance memiliki
tujuan untuk menganalisis berbagai persoalan termasuk dalam bidang sosial,
politik, ekonomi, dan lain sebagainya (Boyd dan Folke, 2012). Dengan demikian,
penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang adaptif diharapkan mampu
menghadapi berbagai tantangan dari suatu perubahan dan mampu mendorong

terjadinya transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Darnaz, 2021).



Selain itu, Olson (2004) berpendapat bahwa pengelolaan adaptif juga merupakan
sebuah pendekatan yang sering kali disarankan untuk meningkatkan ketahanan

dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan (Armitage et al., 2010).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan meneliti adaptive
governance di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dalam
menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) pada masa pandemi tahun 2021
dengan judul “Kapasitas Adaptif Dalam Pelaksanaan Work From Home (WFH) di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar”.

.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang
dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kapasitas adaptif
pegawai dalam melaksanakan Work From Home di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Makassar selama pandemi Covid 19 di tahun 20217,

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan
kapasitas adaptif pegawai dalam melaksanakan Work From Home di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada masa pandemi di

tahun 2021.

.4 Manfaat Akademik

1. Manfaat Akademik
Dengan mengetahui penerapan adaptive governance pada penerapan WFH

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar diharapkan



dapat memperluas wawasan mengenai penerapan adaptive governance
khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan administrasi publik.
Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan
dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan penerapan adaptive
governance dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan yang

berkaitan dengan masalah yang dihadapi.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

I.L1 Konsep Kapasitas Adaptif

II.L1.1 Kapasitas Adaptif Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (2016), adaptasi
adalah proses penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan yang baru (sekolah,
pekerjaan, dan sebagainya). Berikutnya menurut Cambridge Dictionary (2022),
adaptasi adalah the process of changing to suit different conditions (suatu proses
perubahan untuk menyesuaikan dalam kondisi yang berbeda). Lebih lanjut dalam
Merriam-webster Dictionary (2022), adaptasi adalah adjustment to environmental
conditions (penyesuaian dengan kondisi lingkungan). Salah satu jenis dari proses
adaptasi adalah adaptasi psikologis yang berarti individu mencoba mengatasi
ataupun melakukan penyesuaian diri dengan masalah yang ada. Adapun faktor
yang mempengaruhi penyesuaian diri menurut Asrori (2011) adalah sebagai
berikut :

1) Intelegensi, yaitu kapasitas dari seseorang ataupun lembaga yang
kemudian mempengaruhi kualitas baik atau buruknya proses
penyesuaian diri yang dilakukan.

2) Education, aspek ini merupakan unsur yang penting dikarenakan dalam
proses penyesuaian diri diperlukan proses belajar sebagai respon dari
fenomen perubahan yang terjadi agar penyesuaian diri yang terjadi dapat

berlangsung dengan baik dan berkelanjutan.



Adapun yang dimaksud dengan pemerintah ataupun governance menurut
Cambridge University (2022) adalah the way that organizations or countries are
managed at the highest level, and the systems for doing this (cara dari sebuah
organisasi ataupun negara dalam mengelola pada tingkat tertinggi, dan sistem
untuk menanganinya). Governance hadir untuk merealisasikan administrasi
publik yang menjunjung keadilan sosial dan berorientasi terhadap kepentingan
masyarakat (Zaenuri, 2014). Kemudian dalam Anggara (2012, h. 96)
menyebutkan bahwa governance adalah the governing body of a nation, state,
city, etc. (Lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara,
negara bagian, atau kota dan sebagainya). Selain itu, Anggara (2012) juga
menyebutkan bahwa governance berarti sebuah act atau tindakan, fakta ataupun
pola dari sebuah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pierre (2000) dalam
Zaenuri (2014) menyebutkan bahwa dalam governance terdapat tiga komponen
yang perannya harus sejajar dan saling mengontrol yaitu pemerintah, swasta,
dan masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa
adaptive governance adalah penyesuaian tata kelola suatu lembaga
pemerintahan terhadap suatu perubahan lingkungan yang terus terjadi dan
dalam kondisi yang berbeda-beda untuk mampu dalam memberikan pelayanan
yang tetap optimal kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang
dikemukakan oleh Budiati (2012) dalam Zaenuri (2014) yang menyebutkan
bahwa perkembangan telah berdampak terhadap penyelanggaraan
pemerintahan yang harus berjalan normal bukan hanya dalam kondisi normal,
tetapi juga harus optimal meskipun perubahan membawa kondisi lingkungan

yang berbeda.



Adaptive governance merupakan suatu istilah yang telah digunakan untuk
mendeskripsikan sebuah proses pembelajaran melalui pengamatan lingkungan
untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Adaptive governance salah satu
pendekatan yang bisa diterapkan oleh pemerintah dalam penerapan suatu
kebijakan. Kemudian Adaptive governance memiliki fokus yang terletak pada
aspek dan sumber daya yang penting dalam menanggapi krisis, membentuk
perubahan, dan membangun ketahanan untuk melakukan pembaruan dalam
organisasi baik secara internal maupun dalam kaitannya dengan gangguan
eksternal. Pendekatan ini telah dirancang untuk bisa membantu dalam mengatasi
kondisi yang tidak pasti terhadap sebuah sistem untuk mengantisipasi perubahan

yang sedang ataupun akan terjadi (Folke et al., 2005).

Kemudian Nelson (2007) berpendapat bahwa kapasitas adaptif adalah
sebuah cara untuk menggambarkan hal-hal yang diperlukan agar sistem dapat
beradaptasi dengan gangguan dan termasuk kapasitas untuk merancang dan
menerapkan strategi adaptif yang efektif untuk mengatasi fenomena yang terjadi
atau akan terjadi (Boyd dan Folke, 2012). Lebih lanjut Folke et al. (2005)
menyatakan bahwa jika memiliki kapasitas adaptif yang memadai, maka sebuah
organisasi akan menjadi tangguh dikarenakan kemampuannya mengonversi
sebuah hambatan menjadi peluang dalam mewujudkan keadaan yang lebih

diinginkan.

Dalam Armitage dan Plummer (2010), kapasitas adaptif dalam ilmu sosial
merupakan sebuah studi tentang proses dimana masyarakat beradaptasi dengan
lingkungannya. Selanjutnya, kapasitas adaptif secara umum disebut sebagai
kemampuan untuk tahan terhadap gangguan dan untuk beradaptasi dengan

perubahan actual atau yang diantisipasi (baik eksogen atau endogen). Kapasitas



adaptif erat kaitannya dengan tantangan serta kejutan yang ada pada
lingkungan. Oleh karena itu, strategi yang dipandang tepat untuk membangun
ketahanan akan ditemukan dalam tata kelola yang didalamnya terdapat tata
kelola yang adaptif. Hal yang perlu diketahui dari kapasitas adaptif adalah faktor
pendukung yang jarang diketahui namun sangat diperlukan dalam upaya
menghadapi sistem sosial-ekologis yang kompleks (Armitage dan Plummer,

2010).

I.1.2 Unsur Adaptive Governance
Dietz et al (2003) dalam Walch (2017) memberikan unsur-unsur dalam
adaptive governance yaitu ketersediaan informasi, resolusi konflik, mendorong
kepatuhan aturan, ketersediaan infrastruktur, dan dorongan adaptasi.
Lacroix (2015) mengemukakan bahwa dalam adaptive governance
memiliki 5 (lima) unsur yaitu :
1. Partisipasi
Unsur pertama untuk pendekatan yang lebih adaptif adalah
partisipasi dari stakeholders dalam suatu sistem tata kelola.
Partisipasi dari semua stakeholders diperlukan untuk meningkatkan
kepercayaan yang terbangun untuk menuai hasil yang diinginkan.
Lebel et al (2006) dalam Lacroix (2015) mengemukakan beberapa
penelitian yang dilakukan dan menghasilkan kesimpulan bahwa
partisipasi dari anggota efektif untuk mengelola ketahanan dan
menghasilkan manajemen yang adapitif.
2. Pembelajaran Sosial
Pembelajaran sosial secara sederhana didefinisikan sebagai

proses belajar melalui interaksi dalam suatu kelompok atau saling
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belajar satu sama yang lain. Pembelajaran sosial terkait erat dan
terjadi bersamaan dengan partisipasi dari para stakeholders. Menurut
Lacroix (2015), pembelajaran sosial memungkinkan bagi suatu
lembaga yang baru terbentuk untuk secara efektif menyesuaikan tata
kelola mereka dan mempertahankan inovasi serta kemajuan yang
dicapai.
Tata Kelola Polisentris

Secara umum, sistem tata kelola polisentris lebih efektif,
adaptif, serta tangguh dibandingkan tata kelola yang hierarkis (top-
down). Sistem polisentris didefinisikan sebagai sistem yang
otoritasnya tersebar ke badan-badan yang dibentuk. Dengan kata
lain, semua departemen memiliki otoritas yang sama dengan tugas
yang berbeda-beda.
Modal yang memadai

Unsur keempat menurut Lacroix (2015) yang juga penting
untuk sistem yang adaptif adalah adanya modal yang memadai.
Namun yang perlu dipahami bahwa terdapat banyak modal yang
dimiliki oleh pemerintahan yaitu manusia, sosial, alam, keuangan, dan
fisik. Setiap modal tersebut memiliki aspek-aspek tertentu seperti
pengetahuan, keterampilan, kompetensi, koneksi, kepercayaan,
infrastruktur dan finansial.
Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan bagian penting dari tata kelola
adaptif dan ketahanan. Selain itu, kepemimpinan juga adalah unsur

yang penting dalam memberikan inovasi dan fleksibilitas yang
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diperlukan dalam menghadapi lingkungan yang terus mengalami
perubahan.
I.1.3 Faktor Pemicu Adaptive Governance
Adaptive governance merupakan konsep tata kelola yang mengacu pada
cara-cara dimana pengaturan kelembagaan berkembang untuk memenuhi
kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam lingkungan yang mengalami
perubahan (Hatfield et al, 207). Dalam Walch (2017), terdapat dua hal yang
dapat memicu penerapan dari adaptive governance, antara lain :
1. External Shocks
Dalam penelitian administrasi publik, faktor kejutan menjadi
temuan yang dapat memicu perubahan kebijakan. Fenomena yang
bersifat eksternal memungkinkan untuk merangsang proses
pembelajaran yang dapat membuat sebuah kelompok memiliki
pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan global untuk
meningkatkan kualitas mereka dalam membuat keputusan atau
kebijakan (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1993). Fenomena yang
menimbulkan perubahan atau gangguan membuka peluang baru
pada suatu sistem tata kelola (pemerintahan) untuk menemukan hal
yang baru. Namun perubahan atau gangguan mampu merangsang
sebuah sistem tata kelola untuk melakukan suatu perubahan baru
dalam proses pembuatan keputusan hanya jika gangguan itu
berdampak secara signifikan pada sistem yang ada.
2. Komitmen Pemimpin
Faktor kejutan mungkin memiliki dampak, namun belum cukup

untuk memicu sebuah perubahan jika didalamnya tidak terdapat
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tindakan pemimpin untuk melakukan perubahan yang diinginkan.
(Olsson et al (2006) dalam Boyd dan Folke (2012) berpendapat
bahwa kepemimpinan merupakan unsur yang kritis untuk menyiapkan
suatu sistem tata kelola melakukan perubahan . Lebih lanjut Olsson
(ibid) mengemukakan bahwa dalam penelitiannya menunjukkan peran
pemimpin sering menentukan pembangunan institusi dan perubahan
dalam organisasi. Namun, pemimpin disini memerlukan kepercayaan
dari para anggotanya untuk bisa membawa perubahan. Kepercayaan
yang diraih akan mempermudah proses kolaborasi untuk melakukan
perubahan dalam institusi atau organisasi (Pretty dan Ward, 2001).
I.1.4 Indikator Kapasitas Adaptif
Adapun indikator dalam kapasitas adaptif menurut Armitage dan Plummer

(2010) adalah sebagai berikut :

1. Sistem adaptif yang kompleks

Berkes (2003) dalam Armitage dan Plummer (2010) memandang
pemikiran sistem yang kompleks menawarkan cara untuk memeriksa,
menggambarkan, menafsirkan secara kognitif untuk mengaitkan
antara sistem sosial dan lingkungan. Secara khusus, pemikiran sistem
yang kompleks menyoroti hubungan dinamis dan non-linier antara
hubungan sosial yang digabungkan dan fenomena lingkungan yang
menyebabkan diskontinuitas, kejutan, dan potensi keseimbangan
yang ganda. PemPikiran sistem yang kompleks memberikan sebuah
pemahaman yang berharga dalam memahami sistem tata kelola dan
kaitannya dengan lingkungan. Dengan demikian, pemikiran istem

yang kompleks menunjukkan pentingnya keragaman kelembagaan
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dan fleksibilitas untuk meningkatkan kesesuaian antara sistem sosial
dan lingkungan.
2. Pengembangan kapasitas
Pengembangan kapasitas telah menjadi hal yang penting dalam
sistem administrasi public untuk pengembangan organisasi. Kapasitas
dikonseptualisasikan dari segi fungsi yang berfokus pada kemampuan
organisasi untuk bekerja secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.
Adapun hal-hal yang mendukung sekaligus berpotensi menjadi
penghambat dari pengembangan kapasitas adalah hal-hal teknis,
financial, sumber daya manusia, dan kelembagaan (Timmer, 2007
dalam Armitage dan Plummer, 2010).
3. Kelembagaan
Dalam kelembagaan, kapasitas adaptif ditandai dengan adanya
sebuah pilihan manusia baik itu melihat peluang ataupun kendala dari
kondisi disekitarnya. Lembaga merupakan sebuah norma dan aturan
yang disetujui secara formal oleh suatu masyarakat. Dalam aspek ini,
diharuskan untuk memerhatikan tentang sifat manusia, interaksi,
keputusan dan pilihan individu, dan kaitan antara sosial dan ekologi.
Galaz dan Young (2008) dalam (Armitage dan Plummer, 2010)
berpendapat bahwa kaitan antara sosial dan lingkungan menyoroti
kebutuhan institusi berhubungan dengan dinamika lingkungan untuk
bisa melakukan penyesuaian.
4. Modal Sosial dan Jaringan
Interaksi serta kepercayaan merupakan pertimbangan penting

dalam melakukan suatu tindakan. Modal sosial dipahami sebagai
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adanya koneksi dan interaksi serta pemahaman bersama yang
memberikan fasilitas kerja sama didalam suatu kelompok (OECD
2021 dalam Armitage dan Plummer, 2010). Modal sosial terkait
dengan kapasitas adaptif melalui sebuah ikatan. Dimana ikatan
tersebut berupa ikatan yang kuat antar rekan sebagai hubungan
horizontal, kemudian antar pekerja dan atasannya. Selain itu, modal
sosial juga terbentuk dari sebuah proses interaksi dan pembelajaran
sosial.
Pembelajaran

Kunci utama dalam pendekatan pemerintahan yang inovatif
adalah melahirkan adanya kerja sama dan pembelajaran yang
sistematis. Pembelajaran secara bersama melahirkan sebuah
pengembangan dan pengetahuan yang terdistribusi secara merata
dan memberi dampak secara langsung ke dalam pengembangan
kapasitas adaptif individu. Dari hasil pembelajaran, pertama, banyak
melahirkan sebuah peningkatan strategi dan tindakan tanpa
mengubah nilai dan norma dari strategi dan tindakan tersebut (single-
loop). Kedua, Argyris dan Schon (1978) dalam Armitage dan
Plummer (2010) berpendapat bahwa pembelajaran yang transformatif
melahirkan sebuah strategi dan tindakan dengan mempromosikan
perubahan dalam menghadapi ketidakpastian yang signifikan (double-
loop) . Namun pada praktiknya, pembelajaran membutuhkan

komitmen dan interaksi untuk bertindak mencapai kapasitas adaptif.
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1.2 Konsep Work From Home (WFH)

Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Joko Widodo
menginstruksikan pembatasan kegiatan masyarakat seperti belajar, beribadah,
serta bekerja agar dilakukan dirumah selama penyebaran virus Covid-19 masih
berlangsung. Ihsanuddin (2020) dalam Setiawan dan Fitrianto (2021)
berpendapat bahwa hal ini bertujuan agar mengurangi resiko terpaparnya
masyarakat dari virus ini yang diketahui bersumber dari adanya kerumunan dan
interaksi sosial yang timbul. Penerapan pembatasan kegiatan tersebut salah
satunya diatur dalam Surat Edaran Kemenpan-RB Nomor 19 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pelaksanan Tugas Kedinasan Dengan Bekerja Di Rumah
(Work From Home / WFH). Sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan
tersebut, organisasi ataupun instansi mengharapkan agar para pegawai dapat

beradaptasi dengan adanya sistem kerja dari rumah.

Work From Home (WFH) adalah sebuah aktivitas untuk melakukan
pekerjaan-pekerjaan kantor dari rumah masing-masing. Kemudian untuk
pelaksanaan kegiatan Work From Home, semua instansi, lembaga, ataupun
perusahaan yang menerapkan WFH diharuskan memiliki sarana yang dapat
menunjang kegiatan ini. Adapun sarana yang dimaksud adalah berupa aplikasi
dan media online seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp Group, atau aplikasi-
aplikasi e-conference lain yang bisa diakses. Namun yang perlu diketahui terkait
dengan sarana untuk menunjang pelaksanaan work from home ini adalah para
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi stakeholder dari suatu instansi
diharuskan untuk mengetahui tata cara penggunaan aplikasi-aplikasi yang telah

disebutkan diatas. Selain itu, semua pihak juga harus memastikan stabilittas

16



kualitas jaringan yang dimiliki agar pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan

dapat berlangsung dengan lancar.

I1.2.1 Keuntungan dan Kerugian Pelaksanaan Work From Home

Adapun keuntungan serta kerugian yang bisa didapatkan dan dirasakan
oleh pegawai khususnya dalam instansi pemerintahan dalam penerapan work
from home menurut Setiawan dan Fitrianto (2021) bisa ditinjau dari 3 aspek yaitu
sosial, ekonomi, dan teknologi. Dari segi ekonomi, para Aparatur Sipil Negara
dapat lebih hemat dalam hal finansial dan waktu dikarenakan biaya transportasi
yang dibutuhkan dari rumah menuju kantor dan jarak yang harus ditempuh
berkurang dari biasanya. Namun disisi lain, terjadi peningkatan biaya rumah
tangga dikarenakan ketergantungan kegiatan WFH terhadap fasilitas elektronik
yang berbasis internet. Dari segi sosial, terdapat peningkatan semangat ASN
karena bisa melakukan pekerjaan kantor dan urusan pribadi dalam waktu yang
singkat. Namun, wawasan serta interaksi yang diperoleh oleh para pegawai
menjadi berkurang. Kemudian dari segi teknologi, ASN dapat meningkatkan skill
masing-masing karena penggunaan teknologi informasi menjadi lebih sering.
Tetapi disisi lain, teknologi juga menjadi tantangan dikarenakan ASN harus
memastikan kecepatan internet serta harus memiliki fasilitas elektronik yang

memadai.
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1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan untuk melihat orisinalitas

penelitian yang akan dilakukan (Abdurrahman dan Muhiddin, 2011). Untuk itu,

menurutnya, sisi kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah

dilakukan dulu dan penelitian yang akan dilakukan perlu untuk ditampilkan.

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian

yang akan dilakukan.

1.

2.

Resia (2018) meneliti tentang kapasitas adaptif pemerintah dalam mengelola
sumber daya. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan
dilakukan adalah dalam penelitian ini juga membahas tentang kapasitas
adaptif pemerintah. Kemudian hasil penelitian ini juga mengungkapkan
bahwa sebuah kebijakan yang menyebabkan perubahan dapat menjadi
kendala terhadap sistem kerja. Selain itu, kesamaan lain terdapat pada
muatan teori yang digunakan yaitu teori dari Armitage dan Plummer (2010)
tentang indikator adaptive governance. Sedangkan, perbedaan penelitian ini
dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menekankan
pada aspek pengelolaan sumber daya potensial. Berbeda dengan penelitian
yang akan dilakukan vyaitu fokus terhadap pengaruh kapasitas adaptif
pemerintah dalam melaksanakan WFH. Selain itu, perbedaan lain terletak
pada metode yang digunakan serta lokasi penelitian. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif.

Anggorokasih (2021) membahas tentang perlunya kapasitas adaptif dalam
perubahan akibat pandemic Covid-19. Dalam penelitiannya, menyebutkan
bahwa salah satu instansi dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dituntut untuk melakukan suatu untuk merespon pandemi Covid-19 yang
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menimbulkan krisis dalam tata kelola pemerintahan sebagai upaya
mengurangi penyebaran dan dampak yang ditimbulkan. Strategi utama yang
harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas organisasi, melakukan
pengawasan, dan meningkatkan kapasitas pemimpin. Hal tersebut harus
dilakukan agar dapat menunjang penerapan adapative governance.
Rafsanjani dan Handayani (2021) membahas tentang perubahan yang terjadi
akibat dari dampak pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini juga
menyebutkan bahwa sektor pemerintahan dituntut untuk beradaptasi
dikarenakan pelayanan harus tetap optimal dalam kondisi apapun. Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi adaptasi pemerintah dalam memberikan
layanan ditengah era pandemi Covid-19. Namun metode yang digunakan
pada penelitian ini adalah yuridis normatif, serta bahasannya berfokus pada
kegiatan “obrolan peneliti’, bukan pada pelaksanaan WFH.

Setiawan dan Fitrianto (2021) membahas tentang bagaimana dampak sistem
kerja WFH terhadap kinerja di era pandemi Covid-19. Namun yang menjadi
fokus penelitiannya adalah kinerja pegawai yang ada di perusahaan BUMN,
serta metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Darmawan dan Atmojo (2020) meneliti tentang penerapan sistem WFH yang
menimbulkan beberapa kendala dari aspek fasilitas dan kesiapan ASN.
Sehingga penerapan WFH untuk ASN di Indonesia belum bisa berjalan
dengan baik. Namun dari aspek fokus bahasan dalam penelitian ini bukan
membahas tentang kapasitas adaptif pemerintah, serta metode penelitian
yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitian adalah

kepustakaan.
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Il.4 Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan kapasitas adaptif dalam
pelaksanaan WFH di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar
dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan dari indikator konsep kapasitas dalam
Armitage dan Plummer (2010). Adapun pendekatan-pendekatan yang dimaksud

adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan
2. Modal sosial dan jaringan

3. Pembelajaran

Pendekatan-pendekatan diatas diterapkan ke dalam penelitian ini
dikarenakan lebih cocok untuk mendeskripsikan kapasitas adaptif khusus pada

pegawai dan bukan pada lembaga atau institusi.

Maka berdasarkan indikator kapasitas adaptif menurut Armitage dan
Plummer (2010), kerangka pikir dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan
kapasitas adaptif dalam pelaksanaan WFH di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Kapasitas adaptasi
Pegawai

Pegawai Terganggu karena
Perubahan Sistem Kerja
Work From Home (WFH)

1. Kelembagaan
2. Modal Sosial dan
Jaringan
3. Pembelajaran
(Armitage dan Plummer,
2010)

Mampu/Gagal
Beradaptasi dengan
dengan WFH selama
Pandemi

Gambar 1.1

Kerangka Konsep
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